L7

-

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TIENTANCG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERT SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAN KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

DENGAN FAHMAT TUHAN ¥ANG MAHA BSA
BUPATT PURWAKARTA,

bahwa untuk melalsanakan ketentusn Pasal 13 ayat (1]
hurut a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahig 2004 lemtong
Pembingan Jiwa Komps dan Kode Trik Pegawal Meger Sipil,
perlu menctapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Kode
Etik Pegawai Negeri 2ipill i Lingkungan  Pemerintah
Kabupsaten Purwakarta:

1. Pasal 18 aval (8] Undanp-Undang Dasar Nogara Republik
Indonesia Tahun 1945;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1430 tenlang
Pembeniukan  Daerah-daesrah Kabupaten  Dalan
Linglungan  Propinsi  Djawa  Barat (Berita  Negara
Repuldik Indonesia 1950, sebagmimana telah diuhakh
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Lentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang Dengan Mengubak Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1930 tentang Pembeniukan Daerah-daerah
kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djaws Barat
(Lembaran  Negara Republik  Indonesiy Tahun 1958
Momor 31, Tambahan Lembaran Negara  Repuhliic
Indonesiy Nomor 2851); '

3. Urndang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparalur
2ipil  Megara  (Lembaran Negara  Repubiik  Indorasis
Tuhun20!4 Nomor 6, Tambehan Lembararn  Neogra
Repuiblik Tndonesis Nomor ]

Undang-Undang  Nomer 23 Tghun 2014 tentang
Permerintah Daerah [Lembarman Negara  Hepuhlil
Indonesia  Nomor 5587, sebapaimany iedah
divbah beberapa kali terakhir dengan Undang-1Tndang
Nomar 9 Tahun 2015 ehtang Perubahan Kedua Alas
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Meneraplkan

i |

Undang-TUndang Nowmor 23 Tahun 2074 tenlang
Femerintzhegn Dacrah iLembaran  Negars Fepublil
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
MNepara Fepublile Indonessa Moenior 5679);

Peraluran Pemerintah Nomar 42 Tahun 2004 lentang
PPermbinaan Jiwa Eorps dan Kode Erik Pogavan Hepent
Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Megara  Republik
Indonesia Nomar 4450

Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem  Pengendalian  Inlern  Pemeriptah (Lembaran
Megare Republik Tndonesiz Tahun 20058 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Megars  Republik  Indonesia
Nomor 4540

Peraturan Pemorntsh Nomor 53 Tahun 2010 TN LEne
Disiplin Pegawsi Negerd Sipil (Lembaran Megara Repuallile
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tamtwhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 21335);

Feraturan Pemeriniah Namor 11 Tabhun 2017 tentangy
Manajemen Pegawai MNegeri Fipil (Lembaran  Negarg
Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomaor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor G037

Peraturan  Dacrah Kabupaten Purwakara  Momor O
Tahun 2016 tentang Pembentulan dan  Husunan
Perangkar  Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupealen

Purwalarra Tahun 2016 Momor 4):

MEMUTUSEAN

FERATURAN BUPATI ENTANG KODE ETIE FILGAW AL
NEGERT SIPTL DI TINGEUNGAN PIMERINTAIT KABUUPATEN
FURWAKARTA

BaBI
KETENTUAN TRIUIM

Paszal 1

Dalam Peraturan Hupali ini, vang Jdimaksud tlengan:

Daerah sdalah Kabupaien uras karta.

Pemerintalzy  Tiaerah adalab Permeriniah Kalvmaren
Puraalkarsa.
Bupat adalah RBupati Purwalars,

Peranglal Daersh  adalah unsur pembaniu kepals
daerah  dan DPRD  dalam penyelengearasn  Urgsan
Pemerintaban.



.

10,

12,

Ia.

Pegawal MNegeri Sipil wvang selajutye  disinglat PNS
adalah Pepawai Megor: Sipil dan Calon Pegawai Meged
Sipil di lingleungan Pemeriniah Kabupaten Purwakarts,

hode Ertlk PNS  adalah  pedoman sikap, perilaku,
perbuatan, 1lisan dan veapan bagi PNS Lirgkungan
Pemerintgh Kabupaten Purwakarla dalam melalsanakan
tugas puokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-
hari.

Majelis Kode Etik adalah lim yang bersifat ad hoe
bertugas  melakukan  penegakan pelaksanaan  dan
menyelesailkan pelanggaran kode etk oleh NS G
fingkungan Pemerintah Kabupsaten Perwakusrta,

Terlaper  adalah  PNS valg didugs melakukan
pelangearan kode etk

Pelapor adalah seorang karena hak stan kewsiihan
berdasarkan  peraturan perundang-undangan  harus
memberilabiukan  kepads  pejabat  yang  berwenang
tentang telah atan sedang adanva peristiva pelangsaran
kode etik.

Pengadu adalah seorang vanpg memberitabukan diseriai
perfnintasn  kepada pejabar vang bermenansz  untuk
menindak PN3 yang telah melskukan pelanpearan kode
elik.

Saksl adalah secrang yanp dapat memberikan koleran EELE
ElIILH kepentingan pemeriksaan Lentang sualu
pelanggaran kode etik vang ia denpgar sendiri, is lihat
sendinl dan fa alam sendin,

Laporan adalah pemberilahuan secara  tertulis VENZ
disaimpaibat lkepada pejabat vang berwenang tentang
scdang dan ftelah terfadi pelangearan kodeetik,

Pengadvuan adalabh pemberitabusn  secars lisan  dan
fertulis wang disertai ponmintaan oleh pihsle  vang
borkepentingan kepada pejabat yane beraenang untuk
dilalukan pemeriksaan terhadap PNS vang diduga relah
melalukan pelanggaran kode etilk,

Pelanggaran adaleh sepgala  bentulk ucapan,  tulisan
atau perbuatan/ perilalo: PNS vang bertenlangan dengan
butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik

Pojabat  yvang berwenang  adalah Pajalimt  Fembina
Kepegawaian alau pejabal yang berwenang menphuloum
atau pejabal lain vang ditunjule




FAB II
RUANG LINGELTP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdin darq -

.

b
o
d

o

h.

pPengawmsan;
pembiavaan;

kelengkapan maksud dan tujuen;

nilai-nilai dasar bagi PNS;

Kode Etik PNS;

majelis Kode Etile PNS;

hak dan kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadn, dan Saksi:
sanlsi:

keputusan majclis Kode Etile PNS;

pengendalian dan administrasi penegakan hode Eiik Phs.

BAR i1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasaal 3

Maksud ditetapkan Peraluran Bupat ini adalah sebagal
pedoman dalam herperilaku/kode etik bagi PNS,

Pasal 4

Kode Etik PNS bertwjuan uniuk -

.,

I,

mendorong  dalam  pelakssnasn lugas sesuai dergsn
ketenluan peraturan perundang-undangan;

meningkatkan  disiplin dalam  pelaksanasn liigas
leedinusan;

menjamin kelancarsn dalam  pelaksanaan tuigas  Jan
selali  menjags  suasana kerja  wang kondusil dan
harmomis:

menmgkatkan  kualitas  kerja  dan perilaku Vang
profesional;

memnngkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB iv
NILAI-NILAT DASAR DAGLIPNS

Fasal 5

PSS haris menjunjung tingsl nilai-nilai  dasar seDAgaAl
heridsut:




2

12,

14,
15,

16,

17,
LH.

ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Rsa;

kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945

semangat nagionalisme:

mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan
pribadi, atau golongan:

kelaatan terhadap hukum dan ketentuan peraniran
perundang-undangan:

penghormatan icrhadap hak asasi manusia;
tidak diskriminarif:

profesionalisme, netralitas, dan bonmoral Iinggl;
semangat jiwa lkorps;

memelihara dan menjunjung tngel standar etika yang
luhmur,

mempertangoungawabksn  tindaken  dan kimerjanya
kepada publik,

mentliki kemampuan dalam melaksanakan webijakan
dan program pemerintah.

memberikan  lavanan  kepada publk secarz jujur,
tanggap, copat, tepat, aloural, bordava puna, berhasil
Euna, dan santur,

mengulumakan kepermimpinan berloualilas tnegi.
menghargai komunikasi, konsultasi, dan keriz sama.

mengulamalian peneapaian hasil dan mendorng knerja
Pegawul,

mendoreng leselsraan dalam pelerjaan; dan
meningkatkan  efekiivitas syslem  pemerintahan VENZ
demokratis sebagai perangkat system karior.

BATH
KODE ETTK PNS

Frasal &

Dalam pelalisanaan tugas kedinasan Jdan kEehidupan sehar-
har setiap PNS waiib bersikap dan berpedoman pada kode

vk dalam ;

8. berncgars;

b. berorganisasi;
. ermasvaralial;
d. dirl sendird;

£. sesamg PNS.




Pazal 7

Rode etk dalam bernegars sebasaimana dimalosid dalam
Fasal 6 hurul & meliputi

L.

melalsanakan  sepenuhnva  Pancasila  dan Unidang-
Undang-Dasar 1945;

mengangkat harkal dan martabat bangsa dan negars;

metpadi perckat dan pemersaty bangsa dalam Nepara
kesatuan Republik Indonesia:

menaal  semla  peraturan perundang-undang  dalam
melaksanakan rugas:

aiuntabel dalam melakssnakan tugas penyelenggaraan
pemenntahan vang bersih dan herwibaws;

menjaull  perbuatan vang mendorong/mengarah  pada
praktelk KKN:

tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepal waktu
dalam  melakssnalan setiap  kebijalan dan  program
pemerintah;

menggunakan atau memeniastkan semua sumber dava
MNegara sccara efisien dan elektif dan

tidak memberikan keSaksian palsu atan keteranpgun yang
tidak benar,

Pasal &

Kode Btk dalam berorganisasi sebagnimana dimaleud dalsn
FPasal & buruf b meliputi :

(=¥

i.

iz

MWEN jUnjung tinggi mshtisg dan mensmpatlan
kepentingan organisasi di aras kepentingsn pribadi arany
golongan;

menjujung tinggl kehormatan institusi dalam pelaksanaan
tigas kedinasan mavupun di hoar kedinassan;

melaksanaken tugas dan wewenang sesuai peraturan
perundang-undsngan;
melaksenakan schap  kebijaloan vang Jditcrapkan aleh

pelalml vang berwenang!

bertangpung jawab atas polaksanasn tugas dan perintah
sesual dengan tata cara dan peraiuran yang herlaky

tidak rmeovampaiksn dan men yebarlvaskan informasi
yang bersifai  rahasia balk  karena  sifat Maupln
periniahnya kepada orang lain sesyai detipan peraluran
perundang-undangan;

menunjuklian sikap lkepemimpinan melahi keteladanan.
ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tgas
untuls tujuan organisasi




H.

IT1.

membargun  ctos kema untulk meningkatkan  kinena
OTRATIISAS];

menjalin kerjasama secars kooperatif dengan unit kerja
lain yang 1erkait dalam rangks pencapaian  1njuan
organisasi,

memiliki kompelenst dalam pelaksanaan tupas;

patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata
kerja;

mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif
dalam rangka peningkalan kinerja organizasi; dan
berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Eode etik dalam bermasyarakal sebapaimana dimalesud
dalam Pasal & hurul o meliputi ;

il

.

mewujudkan pola hidup scderhana,

memberikan  pelavanan dengsn  empari, hoermal  Jdan
santun tenpa pamrih, serta tanpa unser permaksaan;
memberikan pelavanan secara cepatf, tepal, lerbuka, dan
adil serta tidalk diskriminatil;

bersikap terbuka dan responsif terthadap kritik, saran,
kkeluhan, Laporan seria  pendapat dan linglongan
masvarakar;

berperan alzif dalam kegisian sosial masvarakat unruk
kepentingan masyvarakat umum:

menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan calam
leehidupan bermasysrakal; dan

bercrientasi kepada peningkatan kesejahtera masvarakad
dalam melalezangbkan Lugas.

Pagal 10

Kode ¢tk terhadap diri sendiri sehagaimans dimabksud dalam
Pasal & huruf d melipuii

o

Is.

dl:

Jujur terbacdap diri semling

terbuka serta ridak vnemberikan informasi yang tdak
benar;

bertindale dengan penuh kesungszhon dan ketulusan;

menghindari  kKonflik  kepentingan  pribadi, kelompok,
MAUPUN Foiongan;

bermisiatif untwk meningkatkan kualitas penpetahusn,
kemampuani, leterampilan, dan sikap;

memiliki dava juang vang tingei;

memehihara kesehatan jasmani dan rolani;




h.

i,

meTjagd keutuhan dar keharmonisan keluarga; dan

berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Fassl 11

Kode Etik terhadap sesama PPNS sebumpaimana  dimoksod
dalam Pasal & huruf e meliputi:

a.

o

m oo oo

1]

12

L4

menghormati  dan  menjujung  tinggi  toleransi  anlar
zesama, silku dan umat beragama,/kepercayaan;

memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS:

saling menghormati antara teman sejawat baik scoam
vertikal maupun horisontal dalam suatn unit leria,
ingtansi, maupun antarinstansi;

mengharga perbedaan pendapar;
menjunjung Linggl harkat dan martabat PIS:
menjunjing tinggi kesetaraan pender;

memjaga dan  menjaling kerja sama vang  koopoeratf
sesamia PNE; dan

berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik
Indonesia yang menjamin terwujudnva solidaritas dan
goliditaz  sermua PHN3  dalam riemperjvangkan bl
haknya.

BAR V]
MAJELIS KODIE ETIK

Pasal 12

Untuk menegakkan Kode Etic PNE. Bupali membentuls
Majelis Knode Etikk DPNS vang  ditetapkan  dengan
koputusan Bupaii,

Untuk menegakkan Kode Edle PNS di tingkal Peranslat
Daerah dapat dibeniuk Majelis Kode Etik.

Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimans dirmaksud
pada ayat (2] ditelapkan oleh Kepala Perangkat Dacrah
Masing-masing.

Pasal 13
Reatigpotuan Majelis Kode Elik sebapaimana dimaksiaid
dalam Pasal 12 avat (15, terdiri dari
a, 1 [say] orang Ketua meranglkap Anppots;

B, 1 [satu] orang Seloetaris merangkap Angpeotz; dan
c. I [satu)] orang Anggota.



()

(3}

1=

(1)

Dalam hal Angesota Majelis Kode Etili sebagaimana
dimaksud pada avat (1) berjumlah 3 [tia) DTAng.

Angrota Majelis Kode Etik sebagaimana dimalesud pada
avat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur
Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yeng
ditujule.

Jabatan dan/atau pangkat Anpggota Mojelis Kode Erik
stbagaimana dimaksud pada avat (1), tidalk boleh lebib
rcndah darl jabatan dan panglat PNS vang diperiksa
yang disangka melanggar Kode Etk, setidak-tidaknya
pangkat danfatau jubatannye sama dengan PNS vang
diperilsa,

Pasal 14
Keanggotaan Majelis Kode Etik sebapaimana dimalesue
dalam Pagal 12 aval (3], terdir dari-
a, 1 [satu] orang Ketua merangkap Angeols;
b. 1 [satu) orang Sekretaris merangkap Angeota; dan
c. 1 {salu) orang Angpota.

Dalam  hal Anggota Majelis kode Riok sebapaimana
dimaksud pada ayar (1) bequmlah 3 (tiga) orang,

Jabatan dunfaran pangkat Ansgola Majelis Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada avat (1), tidak boleh lebib
rendah dari jabaran dan pangkat PNS varg diporilksa
yang disangks melanggar Kode Etik, sctidak ridaknya
pangkat danfalau jabatannya smma dengan PNS VETIE
diperiksa.

Pasal 15

Megelis Kode Thk wajil menyvampaikan keputusan  hasil
sidang majelis Kode Etik kepada pejabsat vang berwenang
schagai behan dslam memberilan sanksi moeal dan fatan
sanksl administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik
sthagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (25,

Pasal 16

Mﬂ_jE]iE Koke BEtile ]I'.I.Eﬂ'[[!l'l.lﬂ!.-‘.a-l,'i_ ELLEas:

£,

b.

melakukan  persidsngan dan maonetapkan  donds
Pelanggaran Kode Btik #NS;

membual rekomendasi pemberian sanksi moral dan
tindakan administralil kepada pejalmt vang berwonang:
dan

menyampaikan putisan sidang Majelis Kode Erik kepada
pejabat vang berwenang,



Pasgal 17

Majelis Kode Btk dalam melalesanalean tugas berwenang
unrtiels;

3.

.

cl.

(1}

memanggil pegawai unituk didengar  keterangannva
sebagal Terlapor;

menghadirkan Baks untuk didengar keterangannya guna
kepentingan pemerilesaan;

mengsjukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor
dan Saksi mengenal sesualu yvang diperlukan dan
berkaitan dengan dugsan Pelanggaran vang dilahukan
oleh Terlapor;

memuiugkan/menelapikan  Terlapor terbuktd atao tidals
terbukti melakukan Pelangegarann;

memutuskan /menetapkan sanksi jila Terlapor terbultd
melakulian Pelanpesran Kode Ehls; dan

merekomendasikan sanks moral dan tindalcan
adminisiracil.
Fasal 18

Ketua Maehs Kode Btk berkewanban

f. tnelaksanakan koordissi dengan angsora  MVajelis
Lode Etilk untuk mempersiaphkan pelaksanann sidany
dengan mempelajar darn el berkas
Laporan /Pengaduan Nelangegaran Kode Tk

b. menentukan jadwal sidang,

c. menentukan Salws-Saks yanp  porlu didengar
keterangannya;

d. memimpin jalannva sidang;
e.  menielaskan alasan dan tujuan persidangse;

F.  mempertimbangkan  saran, pendapar  baike da
angpola Magehis Kode Etilk maupun Saksi wnluk
MErumuUsKAn mlsar sidang;

g menandatangan pulusan sdang;
h. membacakan pulusan sidang:

1. dan menandatangani berita acara sidang.

Selkretariz Majelis Hode Tiik borkewsjiban;
& menviapkan administrasi persidangan:

B, membuat dan mengirimian sural pangailan kopada
Terlapor;

¢. Pelapor/Pengadu dan/fatau Saksi vang diperlukan;

d. menvusun berita acara sidang;



(3]

2]

3]

1]

2]

(3

&, menyiapkan kunsep putuisan sidang;
f. menvampaikan surat puotusan  sidang  kepada
Teriapor;

g membuat dan mengimmkan Laporan hasil sidang
kepada atasan Terlapor; dan

h. menandatangani berita acara sidang.

Angpota Majehs Kode Etils berkevwayiban:

a. mengajukan tanvaan kepada Terlapor. Saksi
i b A

uniuk kepentingan sidang;

b, mengajukan saran lkepada Ketua Majelis Kode Fiik
bails diminta ataupun tidal; dan

. mengikuti selurnh kegigtan pergidanzan 1ermasuk
melakukan peninjauan di lapangan bifa diperiokan.

Pasal 19

Keputusan  Majelis  Kode Ehk  diambil  melahii
musyawarah dan mufakart;

Dalam hal musyawarah mulakat sebagaimana dimsksud
padsa avat {1) odak tercapal. maka kepuiusan diambil
dengan suara terbanvak;

Anggota Majelis Kode Eiik yaap ddek seluju lethadap
pulusan sielgng, mombuat porovatasn vang dituanglan
dalam berila Acara sidung.

Pasal 20

Sidang Majelis Kode Ik letap dilaksanslan tanpa
dihadiri oleh Terlapor serelah dipanggsl sccaras sah 2
(dus) kali berturnt-turat.

Pangpilan schapgaimans dimalisud pada aval (1) dengan

tenggang waoktu antara sural panggilan pertama dan
surat panggilan berikuinya selama 7 (tujuh) hari kerja.

Sidang Majelis Kode Tk tetap memberilean putusan
sidang walaupun Teflapor tidak hadir dalam sidans.

Kepillusan Majelis Kode BEtile bersitat tinal,



(]

(2]

11

BAB VII
HAK DAN KEWAJTBAN TERLAFCR,
PELAPOR/PENGADU, DAN SAKST

Pagal 21

Terlapor berhak

4. mengetahul susunan keanggsotaan Majelis Kode Etlk
sebelum pelaksanaan sidang;

. menerima salinan berkss Laporan/ Pengaduan bail
gendiri-gendirn meaupun bersarma-sama pating lambat
3 {tiga] hari kerja scbelum dilaksanakan sidang;

ncngajukan pembelaan:

d. mengajukan Saksi dalam proses persidangan: dan

e menenima salinan putusan sidang 3 {tigal hari kerja
setelah keputusan dibacskan.

Terlapor berkewajibar:;

a.  memenubl semia pangglan;

2. menghadin sidang:

. menjawab semua perlanyvaan yang disjukan oleh
Kelia dan angeora Megelis Kode Etik:

d. memberikan  keterangan  untuk memperlancar
jalsnnya sidang WMajelis kode Etil;

. menaall semua ketentuan venp dikeluarkan oleh
Majolis Kode Erik: dan

f.  hersikap/berperilalku gopan.
Fasgal 2.2

Pelapor/Pengadu herhak:

2. mengetabn tindalk lanjut Laporan/ Pengaduan
vang disampaikan;

h. mengajukan Saksi dalam proses persidangan; dan

c. mendapatkan salinan berita acara pemerilesaan.

Felapor/Pengacdu berkewajibat -
8. memberikan idenlitas secara jelas;

b. memberikan  Laporan/engadusan  yvang  dapat
dipertanggungiawabkan;

. menjspa kerahasiaan  TLaporan/lengadusn  vang
disampaikan kepada pejabat yang berwenang;

d. memenuhi semua panggilan;



¢, memberikan  keterangan  untuk  memperlancar
jalarmya sidang Majelis Kode Etik; dan

f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan aleh
Majelis Kode Eiik,

Pa=zat 23

Salkesi berkewajihan .

Al
b.

il

dl.

{1

(2}

{1}

2]

metmciiuhi semua panggilan,
menphadin sidang;

menjawab semua pertanvaan vang disjulian oleh Majelis
kodde Etilg;

memberikan kelerangan yang benar sesuai denpan veng
diketahui tanpa dikurang maupun ditambah:

menastl semua ketentuan vang dikeluarleen aleh Majolis
Eode Etils; dan

bersikap/ berperilaku sopan.
Maszal 24

Dalam hal ndak terbukti adanya Pelanggaran Kode Riik,
Majelis Rode Erik dapal merckomedasilan sanksi moral
bagl Pelapor/Pengadu kepada peiabat yvang erwenang,

Penjatuhan  sanks! meoral bagi  Pelapor/!  Pengadu
ditctapkan sesuai dengan Peraturan Bupetd ini.

BAB vill
SANISE]

FParagraf 1
Saniczl Moral

Pasal 235

PS5 yang melakukan Pelanggaran Kode Eiik dikenalkan
sanlest moral.

Sanksi moral sebagaimsna dimaksud paca awat (1)
dibual sccara teriulis dan  dinveiakan  oleh P it
Pembina hepegawainn.

Sankai moral sebagpimana  dimaksud paca ayet [1;
et puas
a. pernyvataan secara lertutup; atau

b. pernyalasn secara terbuka.




(4] Pernvataan secara tertutup schagaimana dimalksud pada
avat [3) huruf a dissmpaikan Pejabat vang berwenang
dalam ruang tertutup vang hanva diketahui oleh PHNS
vang bersanghkutan dan Pejabat lan vane terkait dengan
gyarat pangkat Poabat serta tidalk boleh lebilh rendah
dari PS5 vang borsangkutan,

(31 Pernyataan secara lerbuka sebagaimansa dimaksud pada
ayat (3} huruf b oleh Pejabat vang bersenang arauw
Fejabat lain yvang ditunjuk melala .

a. formun pertemuan resmu PRE;
b. upacara bendera;

. pEpan peRgRmILman,

(B] Tralam pembensn sankst moral sebagaimans dimalesad
pada ayat {3) harus disebutlan jenis Pelanggaran kode
otil vang dilakulitan oleh PHNS,

(7] Pejabal scbagsamana dimaksud pada avat (2 dapat
mendolegasilian wowenangmyva sebagmmana  dimalosud
pada ayvat (3) kepada pejabar lain dilinglangnnya
sekurang-kurangnva pejabat strulstural eselon IV dan
panpgkatnya minimal sama dengan PNS vang diperiksa.

Masal 26

PHS yang melakulian Pelangegaran Kode Etile selain dikenakan
sanksi moral schagaimana dimalksod dalam Pasal 24, dapat
dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketeniuzan

peraturan perundang-undangan, atas relomendasi Majelis
Kodde Efik.

raragraf 2
Sanls: Admirisrrasi

itasal A7
Sankai administrasi diberdkan berdasarkan rekomendasi dard

Majelis Kode Wik dan scsual ketentuan peratiran oerundsang-
undansar.

BAR Ik
KEPUTLISAN MAJELIS KOE RTIK

Fuasal 258

(1) Majelis kode FEtiik mengambil keputusan  sclelsh
memeriksa PNS yvang disangka melangear Kode Krilk.



(2] Majelis Kode Dtk mengambil keputuszan setelah NS
vang bersangkutan diberi kesempatan membela i,

(2] Kreputusan Majelis Lode Etile dimmbil secara musvawarah
mufakat.

4] Dalam hal musvawarah mufskat sebagaimana dimaksud
pada avat {3] ftidak rercapail, maka leputusan diamidl
dengan suara rterbanyak.

5]  Keputusan Majelis Kowle Erik herailas final.

BAR X
PENGENDALIAN DAN PENGAW ASAN,

FPasal 30

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan lode Etik PHNS
dilakiuikan oleh  Peranglkat Daerali wvang membidangi
muangjemen PNS,

BAB XI
PENMBTAY AAN

Pasal 31

Semua biaya yang Limbul schagal akibar ditetapianngs
Peraluran Bupati ini dibebankean pada APRD Kabupaten
FPurwakartia.

BATS XTI
KELENGEAPAN ADMINISTRAST PENEGAKAN EOQDE BT

Pasal 32

Felenpgkapan administrasi penepakan Rode Btk sebagimana
lereanrtum  pada Lampiren 1, Lampiran U, Lampirarn 11,
Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran V1, Lampiran VI,
Lampiran VI, dan Lampiran TX Peraturan Bupati ini.



DAL X1V
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 34
Peraturan  Bupati  ini mulal  berakuy pada Tangeal
dicndangkan.

Agar  setiap  orang  mengershuinva, memeriniahkan
pengundangan Peraturan Bupali ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
—pada ténpgal 3 Januari 2018
o - e

Dhundangkan di Purwakarta
pada tangekl 3 Januar 2018

" SEKRMTARIS DARRAH
HKABUPATEN PURWAKARTA,

Drs, PADL

OMA, M5,

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 26




BAMR XKIV
KETENTUAN PENUTUP

I*asal 34

Peraturan  Bupali i mulai  berlaku  pads  langeal
diundangkan,

Agar  setlup orang mengetahuinys, memeriniahkan
pengundangan Peraluran Bupati ind dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tkictapkear: di Purwakarts

- E:—pessla&\ta%ggm 3 Januar 201
.-','::;‘ A, 2N

Fo/h PUBALRIRWARARTA,
;'f E’% : ﬁ:’ﬁ
".:;'2-& iR

Diundanglan di Pureakarta
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABRUPATEN PURWAKARTA,

Dre. PADIE KAFR0MA, M50,

BERTTA DAEEAH KABUPATEN FURWARARTA TAHUN 2018 NOMOR 96






LAMPIRAN I . KEPUTUSAN BUPATI FUEWAKARTA

MO R v 26 TAHUN 2018
TANCHZAL D 3JANUARI 2018
TENTANG - KODE ETIK PEGAWAI

PEMERINTAH KABUPATEN FU EWARKARTA

NEGERT

SiPIL

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

[DENTITAS PELAPOR
Marna

NIP

Panghkut/ Golongan
Jahatan

Lnit Kerjn

IDTNTITAS TERLAPOR
Marma

NI

Pangkat,/ Golongan
Jabatpn

Unil Kerja

Nama, Alumat Salksi

T

l=i Laporan ;

Demildan Laporan ind dibuat detigan sebenarnya di |,

Fepawai Penerima Laporsn

NOMOH .

3 LINGEL NGAN

Purwakaria, ...,

Felapor



LAPORAN/ PENGADUAN TESTULIS
MNOMOR

IDENTITAS PELAPOR
Nama

NIP

Pangkat/ Golongon
Jahatan

Unit Kerja

IDENTITAS TERLAFPOR
Marmma

NI[®

Pangkal / Gaolongan
Jabmian

Unit Kerja

Natma, Alamat Saksi

E;

2.

3

Is1 Taporan -

Demilaan Laporan i dibuat dengan sehenarnya dio.o ...

Purwalcarta,

Pelapor




LAMPERAN IV
NOMOFE
TAMNGGAL
TENTANG

LEFUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

26 TAHUN 2018

3 JANUARI 2018

KODE ETIH PEGAWAI NECER!D SIPFIL DI LINGREUNGAN
FEMERINTAH KABUFATEN PURWAKARTA

HOF SURAT

REPUTUSAN MAJTLLIS KODE ETIE [(BUPATI YURWAKARTA

FPERANGEAT DAERAH!)
MOMOR

TENTANG

PUTUSAN SITMANCG MAJELIS MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERL S1PIL
(FEMERINTAH KABUPATEN PURWARKARTA/FERANGEAT DAERALL,

Menimbang

Mengingat

Membaca

MMenetaplkan

KESATU

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ... avai
(27 Peraturan Bupati Purwakarts Nomor ... Tahun ...,
tentang Kode Ktk Pegawal Negeri Sipit di Lingkuripan
Pemeriniah Kabupaten Puraaskarta perlu membernsul
Majelis Kode Edk;

1. Undang-Undang Nomore L, Tahun ... teniang

.
mmmn

3, Peraturan F3upr-1’r1 PLmvai-:arth Homor

Tahumn...... tentang Kode Etik Pegawai Negeri ‘-'31]11]
di L:'11gLungan Pemerintah Kabupaten Purwalaria;

' 'Lﬁ]:nc:ra.u,r' pengaduan nomor tﬁng%al ..............
mengensi pelangusran &Tas Nama : e
4. Burat-surat lain vang bes hu.hl..ngan det '|g.q fi pr kara

Lersebut;

MEMUTUSKAN @

s Jerlapar
MAME
NIF
Pangkaty (ol
Jabalan
Unit Kerja

Terbukti telah wmelakulan pelangparan Kode Tk
sebagaimana  diatur dalarn Pasal ... Peraluran
_Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun ... ileniang
Kode Etik Pepawai Negerd Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kebupaten Purwalkaria,



KEDUA

KETIGA

Berdasarkan pertimbangan schagannona dimaksud
pada Dilotum KESATU, make rekomendasi ;

. Keputusan Bupatt / Kepals Peranpkat Daerah ini

tulai berlaku pada tangeal ditctapkan.

Ditetapkan di Purwakaria
pada fanggal .o,




LAMPIRAN VIII
NOMOR
TANCGGAL
TENTANG

Menimbang

Mengingai

Menetapkan

KlEsATU

KEPUTIISAN BUPATI PURWAKARTA
20 TAHUN 2018
3 JANUAR] 20185

KODE ETIE PEGAWAI NEGER] S1P. DI LINGEUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN v,
MNOMOR o
TENTANG

FENJATUHAN SANKSl MORAL

. bahwa dengan Keputusan ... Nomor.,.. ... tangsal ...,

felaly dilwntuk Majelis Kode Euik Pegrmwal Neperi Sipil
untuk memeriksa dupasn Pelanggaran kode etik yvang

dilaleikan oleh Saudara . WIP . Jabatan ..., . .
unit kera ...,

behwe  rekormendasi Maijelis  Kode  Etik anggal .
Saudara.,.....terbuktt  melalukan perbualan vang

melangzar ketentuan dan rmemunisloan LB EFE 2 |
bahwa berdasarlan pertimbangan sebagaimana dimalesiud
pada buruf a dan hurul b perlu menetapkan Kenutissn
penjatubian sanksi moral kepada saudary ... Vany berips
petmyaiaan fertuiup/terbulka;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20114 teniang Aparatur
Sipil Negara!

2. Peraturan Pemerintah Womor 2Rl g R T
3. PeraturanKepats BEN Nomor ..., dalan:iaaan s
MEMITTUSKAN-:

s Menvatakan Saudara;

Marms, 1 B e S B R e p
MTE

angiat

dJdabaian
Unit Kerja @ ...

terbukti melanpgar Kode Etilkk PNS dan Jatau Kade Etik
Pegawai sebagaimana ditentuban delam Pass] berupg




KEDLA

KETIGA

Tembusan ;

1.
2

untuk dindohkar dan  dilaksanalkan

3. dst

- Kepuisan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

repuailusan ind disampaikan kepeda vang nersanglhutan
sebagsimana

meEstnya.

Ditetaphkan di Purwakarta

pady. tangeal

MARTA
IFP




BUFATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPAT! PURWARARTA
NOMOR : 860/ Kep.87-BKPSDM /2018

TENTANG

FEMBENTURAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI RECGTER] SIptL
DI LINGKUNGAN FEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

BUPAT] PURWAKARTA,

bahwa untuk melalsanakan ketentuan Pasal 12 aval {1)
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kade Btk
Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwekarta, perlu membentulk Majelis Kode Etle Pegawed
Megeri Bipil Di Lingkungan  Pemerintah Eabupaten
Purwakarta;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 lentang
Fembentukan  Daerah-dacrsh habupaten Frajam
Linglcungan Propinsi THawa Barat! (Berita Negara
Republix Indonesia 1950}, sebagaimans telah diubah
dengan Undang-Undung Nomor 4 Tashun 19682 entahg
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabuparen
Subang Dengan Menguihah Undang-Undang Nomor 14
fahun 1950 tentang Pembentukan Dasrah-dacrab
Kabupaten Dalam Lingkungan Propins Lhawa Tarar
|Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tshun 1955
Nomor 31, Tambahan Lembaran Hegara  Republik
Idonesia Nomor 283515;

Undang-Undang Nomaor 5 Tahun 2013 tentang Aparalyr
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesis
Tahun20i4 Nomer 6, Tambahan Lembeiran Nepara
Republik Indonesis Nomor SGe);

Undang-Undang Nomor 23 Tahon 2014 Lentarng
Pemerintah  Daerab  (Lembaran  Negurs Eepnbilik
indonesis Mot S58T), sebapAinea talzh
diubah heberaps kali terakhir Gengan Undang-Undang
Nomor O Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wnlang
Pemerintahean Daerah  |{Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56 79}




Menctapkan

KESATL

REDUA

EETIGA

=]

Peraturan Pemerintsh Nomor 42 Tahun 2004 terilung
Pembingan Jiwe Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 20042
Nowmor 142, Tambahan Lembsaran Negara Teoublik
Indemesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nemor 60 Tahun 2008 wnrtang
Sistem  Pengendalian  Inlern  Petnerintal: {Letnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor [27.
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Noaror 48540

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 wntang
Dhsiplin Pepawal Negeri Sipil (Lembaran Megara Republiic
Indomiesia Tahuno 2010 Momor 4. Tambaban Lemtharan
Negara Republik Indenesis Nomor 51 35

Peratizran Pemevinteh Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen  Pepawai  Negeri Sipil {Lembaran Negara
Repubitk Indomesia Tahuon 2017 Nomor 653, Tambahan
Lemparan Negara Republik Indonesia Nomor 3T

Peraturan Daersh  Kabupaten Purwaksrts Nomor @
Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan Susunan
Peranigkut Daerrah (Lembatan  Dacrah Kabupzaien
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9i:

Feraturan Bupatl {urwsakarta Nomor 26 Tabvun 2018
tentang Kode Tk Pegawai Negerd Sipil i Lingkunoss
Pemerintgh Kabupaten Rabupaien Purwalcarty
(Lembaran Deorahn Kabupaten Purwskarta Tohun 2018
Nomor 26);

MEMUTUSKAN ;

lembentul  Majelin Kode Erik Pegawal Neperi Sipil Di
Lingkungan Pemeringzh Kabupalen Purvakarin

Susunan  Mgjelis Kode ik sebagaimana dimaksud pads
diitom KESATU tercantum dalem Lampiran dan merypakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ing

Mazjelis Kode Elik MEMpPUNyYa] rgas;

eL:

B,

melakukan  persidanean dan menetapkan  jenis
pelanpgaran kode etile Peuawai Negeri Sipil;

membuat  yelomendas pemberian  sanksi moral  dan
tndakan administratt kepada pejabat vang berwrnang,
fan

menvampatkan putusan sidang Majelis Kode Etik kepads
pujabal yang herwenans




KEEMPAT © Dalam melaksanalan tugasnya, Majelis  Kode Etik
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlalou pada fanggal ditetapkan,

2018




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR  : B60/Kep.S7-BKPSDM /2018

TANGGAL @ 3 JANUARI 2018

TENTANG  : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK FEGAWA! NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSTINAN MAJELIS KODE ETIK PECAWA! NEGER] STPIL
Bl LINGKUNGAN PEMERINTAH KARUPATEN PURWAKARTA

1, KETUA : Sekretaris pada Perangkat Daergh,
merangkap ANGOOTA

I, SEKEETARIS . Unsur atasan langsung padg AT E-INa s g
merangkap ANGGOTA Ferariplkat Daerzh.

. ANGGOTA - Kasubag Umum dan Kepesawaiss rada

MAsing-masing Peranglar Daeraly,




